BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : %60 /436 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan
dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

bahwa implementasi jaminan sosial program ketenagakerjaan
belum secara merata dimanfaatkan oleh para pekerja dan
masih terdapat pekerja sektor usaha mikro dan pekerja
informal yang belum mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan;

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial
secara merata bagi pekerja dan memberikan kepastian
hukum, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6427);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6649);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor S5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN :

2. Sekretaris

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Pelaksana Program Jaminan  Sosial

Ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :

a. melakukan sosialisasi manfaat Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

b. melakukan inventarisasi permasalahan  pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

c. melakukan koordinasi dengan Instansi atau Perangkat
Daerah terkait dengan pelaksanaan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan; dan

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf
c kepada Bupati.

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum

KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 §tPTEMpER 1011

Q ]:%LUPATI SUKOHARJO, /(

ETIK SURYANI

Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Perangkat Daerah yang terkait
di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 560 /436 TANUN 2011
Tanggal : 1 ¢EPTEMBER 20LL

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Bupati Sukoharjo. Penasehat | Memberikan nasehat dan

bimbingan

2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pengarah Memberikan Arahan

3. | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Ketua Bertanggung jawab atas
Kerja Kabupaten Sukoharjo. seluruh pelaksanaan

kegiatan

4. | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan | Sekretaris | Bertanggung jawab di
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pratama bidang kesekretariatan
Sukoharjo.

5. | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Anggota Bertanggung jawab  sesuai
Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dengan bidang tugasnya
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

6. | Siti Haniah, SE Anggota Bertanggung jawab  sesuai
NIP.19700819 199203 2 006 dengan bidang tugasnya
Perencana Ahli Muda pada Bidang
Industri, Perdagangan dan Koperasi
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

7. | Siti Zulaikha, S.Sos Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19690718 198903 2 006 dengan bidang tugasnya
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda pada Bidang Perbendaharaan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

8. | Suhasri, SE, M.Si Anggota Bertanggung jawab  sesuai
NIP. 19650929 199403 2 003 dengan bidang tugasnya
Analis Perdagangan Ahli Muda pada
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil
Menengah Dinas Perdagangaan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Sukoharjo.

9. | Setyo Budi Wasito, ST Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19720617 200701 1 015 dengan bidang tugasnya
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo.




1 2 4

10. | Kristini Septavianus Waluyati, SE Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19680913 198811 2 002 dengan bidang tugasnya
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Muda pada Bidang Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo

11. | Suwandi, S.Sos Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 1965012 199312 1 001 dengan bidang tugasnya
Ahli Muda Penyuluh Sosial pada Bidang
Pengumpulan Uang dan barang, Undian
dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Sukoharjo.

12. | Budhi Sulistyo Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19830504 200801 1 004 dengan bidang tugasnya
Pengelola Data pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo.

13. | Lilik Prajaka, SE. Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19660613 199309 1 001. dengan bidang tugasnya
Mediator = pada  Bidang  Hubungan
Industrial Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

14. | Woro Martuti Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19650705 198503 2 007. dengan bidang tugasnya
Pelaksana Pengelola Bahan Kelembagaan
pada Bidang Hubungan Industrial Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo.

15. | Gatot Prayoga, SH. Anggota Bertanggung jawab sesuai
NIP. 19650322 199201 1 001. dengan bidang tugasnya
Pelaksana Analis Kelembagaan pada
Bidang Hubungan Industrial Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo.

Q BUPATI SUKOHARJO,/’z

| ETIK SURYAN




